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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian pada bab-bab 

sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan menurut Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen berisi tentang hak konsumen dan 

kewajiban konsumen dalam menggunakan jasa dan/atau produk. Dan 

dalam pelaksanaan ganti rugi pihak jasa parkir, jasa MST laundry dan jasa 

RJ tailor memberikan tanggung jawab atas segala kerugian serta 

kerusakan yang terjadi pada konsumen, sesuai dengan pasal 19 UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab 

pelaku usaha dan sesuai dengan pasal 4 h UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

2. Menurut hukum Islam bahwa jasa parkir, jasa MST laundry dan jasa RJ 

tailor menggunakan akad ijarah yaitu sewa-menyewa terhadap manfaat 

suatu barang yang dituju dengan imbalan yang disepakati dan dilihat dari 

asalnya adalah boleh, karena tidak terdapat dalil atau nash yang 

mengharamkan. Sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 233:  



 64 

ا آتَ يْتُم  وَإِنْ أرََدتُّمْ أَن تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلََدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...  إِذَا سَلَّمْتُم مَّ

 (٣٢٢(وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر  ۗ  باِلْمَعْرُوفِ 
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa apabila jasa melakukan keusakan atau kerugian 

terhadap konsumen bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka 

para jasa itu tidak di tuntut ganti rugi. 

3. Relevansi pengaturan perlindungan konsumen pasal 4 dan pasal 5 UU No. 

8 tahun 1999 dengan hukum Islam yaitu sama-sama mengatur tingkah laku 

manusia demi kelangsungan hidup yang aman dan damai, Indonesia 

adalah Negara Hukum yang mayoritas beragama Islam yang sudah 

selayaknya mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan 

jasa serta tingkat kehalalan suatu barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh pelaku usaha sama kaitannya dengan hukum positif yang di 

jelaskan pada pasal 4a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu hak 

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

 

B. Saran 

1. Kepada pihak jasa hendaknya setiap jasa sebaiknya dalam nota barang di 

berikan keterangan apa saja yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh 
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konsumen agar pihak jasa tidak harus menjelaskan secara lisan yang 

membuat memakan waktu dan ketika ada masalah pihak konsumen sudah 

mengetahui pertanggung jawaban apa saja yang harus di penuhi oleh pihak 

jasa. 

2. Penulis juga menyarankan kepada pengguna jasa lebih teliti dalam 

memilih jasa apabila terdapat peraturan tertulis di nota ataupun di lokasi 

jasa yang kurang jelas alangkah bijaknya bertanya kepada pihak jasa agar 

terhindar dari masalah.  


